KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

BERITA ACARA RAPAT PLENO
Nomor : 08/PL.03.2-BA/KPU-Kot/IX/2017

Tentang

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA BEKASI TAHUN 2018

Pada hari ini, Minggu Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas,

bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, telah dilaksanakan Rapat Pleno

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun

2018 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, dengan keputusan sebagai berikut :

£

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bekasi apabila memperoleh paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Bekasi hasil Pemilu tahun 2014;
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Bekasi apabila memperoleh paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD
Kota Bekasi tahun 2014.
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi menggunakan ketentuan memperoleh
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil
Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam angka
2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di
Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi hasil Pemilu Anggota DPRD
Kota Bekasi tahun 2014.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penghitungan syarat
pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dihitung dengan rumus :
a. syarat pencalonan = jumlah kursi di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)
Kota Bekasi hasil Pemilu Tahun 2014 X 20% (dua puluh persen); dan



b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Tahun 2014 X 25%
(dua puluh lima persen);

c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

5. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dan huruf b adalah

sebagai berikut :

a. syarat pencalonan = 50 kursi DPRD Kota Bekasi X 20% = paling sedikit 10 kursi;

b. syarat pencalonan = 1.034.989 suara sah Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi
tahun 2014 X 25% = 258.747,25 dibulatkan keatas menjadi paling sedikit 258.748

suara sah.

Selanjutnya Berita Acara ini dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bekasi tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

1. UCU ASMARA SANDI, ST, M.Si Ketua

2. Ir. KANTI PRAJOGO Anggota
3.  SYAFRUDIN, S.IP Anggota
4. YAYAH NAHDIYAH, SH, MH Anggota

5. NURUL SUMARHENI, S.Ag Anggota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI

Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/3275/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Menimbang

Mengingat

:a.

BEKASI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU
Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan
KPU Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran
Pasangan Calon;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Bekasi Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi tahun 2018.

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1996

tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);



~d

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010,

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017,



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2015;

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor :
148/Kpts/KPU-KOTA-011.329172/TAHUN 2014  tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor :
146/Kpts/KPU-KOTA-011.329172/TAHUN 2014 tentang
Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2014,

¢ 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor :
01/PP.02.3-Kpt/3275/KPU-Kot/VII/2017  tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 07/PP.02.3-BA/KPU-
Kot/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Berupa
Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bekasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
TAHUN 2018.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi apabila
memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi hasil Pemilu
tahun 2014, yaitu paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) kursi;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi apabila
memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi tahun
2014, yaitu paling sedikit 258.748 suara sah;

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan
Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota
DPRD Kota Bekasi tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam angka 2,
ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh
kursi di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi hasil
Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2014.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 10 September 2017
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